MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93/PMK.07/2015
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN,

PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA DESA

Menimbang

Mengingat

| Menetapkan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 18,
Pasal 23, dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;

: Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA
CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN,
PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA DESA.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

~ pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal wusul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Pe.flgguna ‘Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
Kementerian Negara/Lembaga. : E :

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA,adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk .
melaksanakan ‘sebagian kewenangan dan tanggung jawab
penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga
yang bersangkutan. '

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang
digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan
pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.

Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa yang
selanjutnya disingkat SKPR DD adalah surat keputusan

yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran

yang memuat rincian jumlah Dana Desa setiap
kabupaten/kota dalam satu tahun anggaran.

Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa adalah rencana
kerja dan anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana
dalam rangka pelaksanaan transfer Dana Desa.

Pagu Dana Desa adalah anggaran Dana Desa yang telah
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat
IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan
geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga
prasarana fisik secara relatif antar-Daerah.

Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat
IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat
kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel
ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur,

transportasi, dan komunikasi.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP,adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA/PPK, yang
berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang diterbitkan .oleh PA/KPA atau
pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang
bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang
dipersamakan. _

Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah
menteri yang menyelenggarakan urusan ‘pemerintahan di

bidang keuangan negara. -
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. BABI
PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu

Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/ Kota. :

(1)

(2)

(3)

Pasal 2

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun

Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa untuk dialokasikan.
sebagai anggaran Dana Desa. ' '

Berdasarkan anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap
kabupaten/kota.

Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota  dialokasikan
secara berkeadilan berdasarkan:

a. alokasi dasar; dan

b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat
kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap- kabupaten/kota berdasarkan alokasi -
dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a
adalah sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari anggaran
Dana Desa.

Pasal 4

(1) Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota berdasarkan

alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat
kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dihitung dengan
bobot sebagai berikut:

a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah

penduduk Desa;’

b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka
kemiskinan Desa; '

c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan

d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan
geografis Desa setiap kabupaten/kota.

&
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(2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis

(3)

st.ebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing
ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK
kabupaten/kota.

Penghitungan rincian Dana Desa setiap kébupaten/kota.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

. menggunakan formula sebagai berikut:

(4)

(1)

(2)

X =(0,25xY1)+(0,35xY2) + (0,10xY3) + (0,30 x Y4)
Keterangan:

X = Dana Desa kabupaten/kota yang dihitung berdasarkan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,
dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap
kabupaten/kota

Y1 =rasio jumlah penduduk Desa setiap kabupaten/kota
terhadap total penduduk Desa nasional

Y2 =rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap
kabupaten/kota terhadap total penduduk miskin Desa.
nasional _ .

Y3 =rasio luas wilayah Desa setiap kabupaten/kota
terhadap luas wilayah Desa nasional

Y4 =rasio IKK ‘- kabupaten/kota terhadap total IKK
kabupaten/kota yang memiliki Desa

Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas
wilayah Desa, dan -IKK kabupaten/kota sebagaimana -
dimaksud pada ayat (3) bersumber dari kementerian yang
berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas
wilayah Desa, dan IKK kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan oleh
kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus.

Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terlambat atau tidak disampaikan, penghitungan rincian
Dana Desa setiap kabupaten/kota menggunakan data yang
digunakan dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap
kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya.

V4
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. Pasal 6

Hasil penghitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3)
disampaikan oleh Pemerintah képada Dewan - Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia pada saat Pembahasan Tingkat I
Nota ‘Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai

APBN untuk mendapat persetujuan.

Berdasarkan pagu Dana Desa dalam Undang-Undang
mengenai APBN dan hasil pembahasan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).ditetapkan rincian
Dana Desa setiap kabupaten/kota.

Rincian Dana Desa setiap kabupaten/ kota sebagaimana
dimaksud pada ayat-(2) tercantum dalam Peraturan Presiden
mengenai rincian APBN.

Bagian Kedua

Pengalokasian Dana Desa setiap Desa
Pasal 7

Berdasarkan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3),
bupati/walikota menghitung dan menetapkan rincian Dana
Desa setiap Desa.

Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

a. alokasi dasar; dan

b. alokasi yang dihitung deﬁgan' memperhatikan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat
kesulitan geografis setiap Desa.

Pasal 8

Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah
sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Dana Desa setiap
kabupaten/kota yang dibagi rata setiap Desa.

(1)

Pasal 9

Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi yang
dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis
setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut:

4
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a. 25% (dua puluh Ilima per seratus) untuk jumlah
penduduk Desa; ' -

b. 35% (tiga puluh lima per Aseratus) untuk angka
kemiskinan Desa; ' - '

c. 10% ‘(sepuluh_p"cr seratus) untuk luas Wilayaih Desa; dan

d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan
geografis Desa.

Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing
ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan
IKG Desa. |

Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan
formula sebagai berikut:

W = (0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)

Keterangan: '

W = Dana Desa setiap Desa yang "dihitung berdasarkan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
tingkat kesulitan geografis setiap Desa

Z1 =rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

72 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap
total penduduk miskin Desa kabupaten /kota yang
bersangkutan : _

73 =rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah
Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

74 =rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa
kabupaten/kota vang bersangkutan

Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari
kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang
menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 1.0

IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan
data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang statistik. '

IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
oleh beberapa faktor, meliputi:

a.- ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
b. kondisi infrastruktur; dan’

c. aksesibilitas/transportasi.
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T}Jgas dan wewenang KPA Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. L

Bagian Kedua

Dokumen Pelaksanaan Anggaran A

Pasal 13

KPA Dana Desa menjrusun DIPA Dana Desa berdasarkan
rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

KPA Dana Desa menyampaikan DIPA Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktorat
Jenderal Anggaran untuk mendapat pengesahan.

Penyusunan, penyampaian, dan pengesahan DIPA Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan. '

Pasal 14

Berdasarkan DIPA Dana Desa yang telah disahkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), KPA Dana
Desa menerbitkan SKPR DD.

SKPR DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai dasar pelaksanaan penyaluran Dana Desa.
Berdasarkan SKPR DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterbitkan SPP. :

SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar
penerbitan SPM.

Penerbitan SPP, SPM, dan dokumen anggaran lainnya yang
diperlukan dalam rangka penyaluran Dana Desa
dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Mekanisme dan Tahap Penyaluran
Pasal 15

Penyaluran ~Dana  Desa dilakukan dengan  cara
pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya
dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan,
dengan ketentuan sebagai berikut:

4
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a. tahap I, pada bulan April sebcsar 40% (cmpat puluh
per scratus)

b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh
per seratus) dan

c. tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh -
per seratus).

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD setlap tahap

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling
lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke -RKD setiap tahap
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.

Bagian chmpat

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD

Pasal 16

Penyaluran Dana Desa dari RKUN “kc RKUD diiaksanakan
oleh KPA Dana Desa.

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I
dilakukan setelah bupati/walikota menyampaikan:

a. peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran
berjalan; dan '

b. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian
dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa,

kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan.

Dalam hal peraturan daerah mengenai APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a belum ditetapkan,
penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan
peraturan bupati/walikota mengenai APBD.

Bupati/walikota menyampaikan peraturan daerah dan
peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling lambat minggu keempat bulan Maret.

Pasal 17

KPA Dana Desa melakukan penatausahaan, akuntansi, dan
pelaporan keuangan atas penyaluran Dana Desa dari RKUN
ke RKUD.

Penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A
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" Bagian Kelima
Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD

Pasal 18

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh .
bupati/walikota. ' ' .

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilakukan.
setelah kepala Desa menyampaikan peraturan Desa
mengenai APB Desa kepada bupati/walikota.

Kepala Desa menyampaikan peraturan ‘Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada bupati/walikota paling
lambat bulan Maret.

Pasal 19

Pelaksanaan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. -

Dalam hal terdapat Desa terpencil yang belum terjangkau
dengan layanan perbankan, bupati/walikota dapat mengatur
lebih lanjut mengenai penarikan Dana Desa dari RKD
melalui peraturan bupati/walikota.

Pasal 20

Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran
dan konsolidasi penggunaan Dana Desa setiap tahun kepada
Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,
dan gubernur.

Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi
penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lambat ‘minggu keempat bulan
Maret tahun anggaran berikutnya.

Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
syarat penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I

tahun anggaran berikutnya.

Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
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'BAB IV
PENGGUNAAN

Pasal 21

Dana Desa dlgunakan ‘untuk memb1aya1 penyelenggaraan

. pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat,

(2)

(3)

(4)

dan kemasyarakatan.

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan -
pemberdayaan masyarakat. :

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dlmaksud pada
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan
Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilengkapi dengan pedoman umum
pelaksanaan penggunaan Dana Desa. ‘

Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman
pada pedoman umum penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang
diterbitkan oleh bupati/ wahkota

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 23

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang
tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) setelah
mendapat persetujuan bupati/walikota.

Persetujuan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan
Desa mengenai APB Desa.

Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), bupati/walikota memastikan pengalokasian
Dand Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah
terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 24

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana
Desa.

Pemerintah dan pemerintah daeréh dapat melakukan
pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
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Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan oleh Menteri Desa,” Pembangunan. Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 25

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan
Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester.

Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
ketentuan:

a. semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli
tahun anggaran berjalan; dan

b. semester I, paling lambat minggu keempat bulan Januari
tahun anggaran berikutnya.

Bupati/walikota dapat memfasilitasi percepatan
penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh
kepala Desa. '
Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester [ menjadi
persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD
tahap Il tahun anggaran berjalan.

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester Il
menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke
RKD tahap I tahun anggaran berikutnya.

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 26

Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran,

dan penggunaan Dana Desa.
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Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap: ' ‘ )

a. penetapan peraturan bupati/waﬁkota ‘mengenai tata cara
pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa;

b. penyaluran,Daria Desa dari RKUD ke RKD : dan

~ c. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3

(4)

Dana Desa.
Pasal 27

Pemantauan terhadap penetapan peraturan bupati/walikota
mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa
setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)
huruf a dilakukan untuk menghindari keterlambatan
penetapan peraturan bupati/walikota tersebut.

Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan peraturan
bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
meminta bupati/walikota untuk melakukan percepatan
penetapan peraturan bupati/walikota tersebut.

Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat
memfasilitasi = percepatan penetapan’ peraturan
bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan
penetapan Dana Desa setiap Desa.

" Pasal 28 :

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUD ke
RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b
dilakukan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat
meminta laporan realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUD
ke RKD kepada bupati/walikota.

Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan terdapat
penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
memberikan teguran kepada bupati/walikota.

Ketidaksesuaian p‘enyaluran Dana Desa . sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:

a. keterlambatan penyaluran; dan/atau

b. ketidaktepatan jumlah penyaluran.

4
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(5) Dana Desa yang terlambat disalurkan dan/atau tidak tepat

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

jumlah penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
harus disalurkan dari RKUD ke RKD oleh bupati/walikota
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima
teguran dari Menteri c.q. Direktur Jenderal. Perimbangan

Keuangan ‘ - ‘ '

Pasal 29

Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi
penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa:
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c
dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana
Desa.

Dalam hal bupati/walikota terlambat dan/atau tidak
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan dapat meminta kepada bupati/walikota untuk
melakukan percepatan penyampaian laporan dimaksud.

Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat
memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi
penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa.

Bagianh Kedua

Evaluasi

"Pasal 30

Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
melakukan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan
penggunaan Dana Desa.

Evaluasi sebagaimana -dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap:

a. penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa
oleh kabupaten/kota; dan

b. realisasi penggunaan Dana Desa.
Pasal 31

Evaluasi terhadap penghitungan pembagian rincian Dana
Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota . sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan untuk
memastikan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A
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'BAB VI
SANKSI

Bagian Kesatu

Penundaan Penyaluran

Pasal 35

(1) KPA Dana Desa dapat menunda penyaluran Dana Alokasi

(2)

(1)

@

(3)

(4)

Umum dan/atau Dana Bagi Hasil kabupaten/kota dalam hal
bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa yang
terlambat disalurkan dan/atau  tidak tepat jumlah
penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (5).

KPA Dana Desa menunda penyaluran Dana Desa dalam hal
bupati/walikota tidak melakukan perubahan peraturan
bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan
penetapan rincian Dana Desa setiap Desa sebagai akibat dari
ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa
setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

Pa_lsal 36

Bupati/walikota menunda penyaluran Dana Desa,

dalam hal:

a. kepala Desa tidak menyampaikan peraturan Desa -
mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (2) dan laporan realisasi penggunaan Dana
Desa semester 1l sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

ayat (2);

b. terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per
seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya;
dan/atau

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah kepala Desa
menyampaikan peraturan Desa mengenai APB Desa dan
realisasi penggunaan Dana Desa semester II kepada
bupati/walikota.

Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana
Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya.

Dalam hal SiLPA Dana Desa lebih besar dari jumlah Dana
Desa yang akan disalurkan pada tahap I, maka penyaluran
Dana Desa tahap I tidak dilakukan.

| A
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Penﬁndaan»'penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan sampai dengan penyaluran Dana
Desa tahap II. g ' : .
Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai"’d,er,igan akhir
tahun -anggaran berjalan, bupati/walikota melaporkan

. penundaan tersebut kepada Menteri c.q. Diréktur Jenderal

(7)

(1)

(2)

(3)

Perimbangan Keuangan.

Bupati/walikota wajib menganggarkan kembali Dana Desa
yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada.
ayat (6) untuk diperhitungkan dalam penyaluran pada tahun
anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Pemotongan Penyaluran Dana Desa
Pasal 37

Bupati/walikota melakukan pemotongan penyaluran Dana
Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan
penyaluran Dana Desa sebagaimaan dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (3), masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari
30% (tiga puluh per seratus) pada tahun anggaran berjalan.

Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun
anggaran berikutnya. '
Bupati/walikota melaporkan pemotongan penyaluran Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 38

KPA Dana Desa melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa
dalam hal terdapat:

©oa.

b.

laporan  penundaan penyaluran’ Dana  Desa dari
bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (6); dan/atau .

laporan - pemotongan penyaluran Dana Desa dari
bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

ayat (3). _
A
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TATA CARA PENYUSUNAN
INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS DESA

PENDAHULUAN

Tingkat kesulitan geografis desa direpresentasikan oleh Indeks
Kesulitan Geografis (IKG) dengan rentang nilai 0-100. Semakin tinggi nilai
indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi. Desa
dengan fasilitas pelayanan dasar yang terbatas, kualitas infrastruktur yang
rendah, dan akses transportasi yang sulit akan memiliki angka indeks yang
relatif lebih tinggi dibandingkan desa lainnya. Penggunaan IKG dalam
penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dimaksudkan untuk memenuhi
prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, IKG Tahun 2014
disusun berdasarkan 3 faktor, yaitu: '

1. Ketersediaan Pelayanan Dasar, yang meliputi pelayanan dasar yang terkait
pendidikan dan kesehatan.

2. Kondisi Infrastruktur, yang meliputi infrastruktur yang terkait dengan
fasilitas kegiatan ekonomi dan ketersediaan energi.

3. Aksesibilitas/Transportasi, yang meliputi aksesibilitas jalan dan sarana
transportasi.

Jarak ke fasilitas yang tidak tersedia di Desa diukur dari kantor kepala
Desa ke fasilitas terdekat yang ada di Desa lain. Fasilitas pendidikan, fasilitas
kesehatan, dan fasilitas ekonomi yang digunakan untuk menyusun IKG
ditimbang secara relatif dengan jumlah penduduk Desa tersebut. '

TAHAPAN PENYUSUNAN INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS

Sumber data untuk menyusun IKG diperoleh dari hasil pendataan
potensi desa (Podes) yang dilaksanakan pada bulan April Tahun 2014. Secara
umum, IKG disusun dalam 3 tahap:

1. Pemilihan dan Pembentukan Variabel Penyusun IKG

Pada prinsipnya Desa yang ada fasilitas akan memiliki skor variabel
yang relatif rendah (mendekati 0). Demikian pula Desa. yang
aksesibilitasnya mudah (jaraknya dekat, waktu tempuh singkat, dan biaya
murah) juga memiliki skor variabel yang rendah. Sebaliknya, Desa yang
tidak ada fasilitas atau jarak akses ke fasilitas terdekat relatif jauh, maka
akan memiliki skor yang relatif lebih tinggi (mendekati 5). Penentuan batas
kategori rincian didasarkan pada sebaran data (rata-rata atau nilai tengah)
secara nasional sehingga dapat diperbandingkan antar Desa di seluruh
Indonesia.

4

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-0 -
a. Faktor Ketersediaan Pelayanan Dasar

Faktor ketersediaaan pelayanan dasar terdiri dari
ketersediaan/akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan. Terdapat 12
variabel yang digunakan untuk mengukur faktor ketersediaan
pelayanan dasar, yaitu:

1) Ketersediaan dan akses ke TK/RA/BA

2) Ketersediaan dan akses ke SD/MI/Sederajat

3) Ketersediaan dan akses ke SMP/MTS/Sederajat

4) Ketersediaan dan akses ke SMA/MA/SMK/Sederajat

5) Ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit

6) Ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit bersalin

7) Ketersediaan dan kemudahan akses ke puskesmas

8) Ketersediaan dan kemudahan akses ke poliklinik/balai pengobatan
9) Ketersediaan dan kemudahan akses ke tempat praktek dokter
10) Ketersediaan dan kemudahan akses ke tempat praktek bidan
11) Ketersediaan dan kemudahanakses ke poskesdes atau polindes
12) Ketersediaan dan akses ke apotek

b. Faktor Kondisi Infrastruktur

Faktor kondisi infrastruktur terdiri dari fasilitas ekonomi
(kelompok pertokoan, pasar, rumah makan, warung/ kedai makanan,
hotel, penginapan, bank), jenis bahan bakar untuk memasak dan
keberadaan agen/penjual LPG/minyak tanah, jumlah keluarga
pengguna listrik dan keberadaan penerangan di jalan utama Desa.
Terdapat 8 variabel yang digunakan untuk mengukur faktorkondisi

infrastruktur, yaitu:

1) Ketersediaan dan akses ke kelompok pertokoan

2) Ketersediaan dan akses ke pasar

3) Akses ke restoran, rumah makan atau warung /kedai makan
4) Akses ke akomodasi hotel atau penginapan

5) Akses ke bank

6) Akses ke energi listrik

7) Akses ke penerangan jalan

8) Akses ke bahan bakar

c. Faktor Aksesibilitas/Transportasi

Faktor aksesibilitas/transportasi terdiri dari jenis dan kualitas
jalan, aksesibilitas jalan, keberadaan dan operasional angkutan umum,
serta transportasi dari kantor desa ke kantor camat dan kantor
bupati/walikota. Terdapat 8 variabel yang digunakan untuk mengukur

faktor aksesibilitas/transportasi, yaitu:

1) Lalu lintas dan kualitas jalan
2) Aksesibilitas jalan
3) Ketersediaan angkutan umum

4) Operasional angkutan umum

5) Lama waktu per kilometer menuju kantor camat

6) Biaya per kilometer menuju kantor camat

7) Lama waktu per kilometer menuju kantor bupati/walikota
8) Biaya per kilometer menuju kantor bupati/walikota

a
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21. K3101 0,0268206306;;1696
22. K3102 0,0237975527515562
23, K3103 ' 0,0653046137835051
24. K3104 Aksesibilitas/ 0,0647739844829491
25. K3201 Transportasi 0,0293993157370730
26. K3202 0,0382537240605285
27. K3203 0,0228109187516484
28. K3204 © 0,0348060875228569

3. Penghitungan IKG

Nilai IKG diperoleh dari penjumlahan secara tertimbang terhadap
setiap variabel penyusun IKG. Nilai yang dijumlahkan adalah skor setiap
variabel yang sudah ditimbang/dikalikan dengan bobot masing-masing
variabel. Penghitungan IKG setiap desa diformulasikan sebagai berikut.

IKG = (Vix B1+ V2 x Ba+ V3 x Ba+ ... + Vag X Bag) x 20

Keterangan:

IKG = Nilai Indeks Kesulitan Geografis setiap desa (bernilai 0 — 100)

Vi = Skor variabel ke-1 (Ketersediaan dan akses ke TK/RA /BA)

V, = Skor variabel ke-2 (Ketersediaan dan akses ke SD/MI/ Sederajat)

Vs = Skor variabel ke-3 (Ketersediaan dan akses ke SMP/MTS/Sederajat)
Vs = Skor variabel ke-28 (Akses ke bahan bakar)

B: = Penimbang/pembobot variabel ke-1

B: = Penimbang/pembobot variabel ke-2

Bs = Penimbang/pembobot variabel ke-3

Bss = Penimbang/pembobot variabel ke-28

II. Ilustrasi Sederhana Penghitungan IKG

Untuk memahami cara penghitungan IKG tersebut, berikut diberikan
ilustrasi sederhana penghitungan IKG untuk Desa Contoh:

1. Menghitung variabel menggunakan formula seperti dijelaskan pada bab
penyusunan indikator setiap faktor. Dari proses ini akan diperoleh

nilai/skor dari 28 variabel penyusun IKG.

5. Skor tersebut kemudian dikalikan dengan penimbang setiap variabel yang
sesuai.

3. IKG adalah penjumlahan. dari hasil perkalian antara skor dengan
penimbang masing-masing variabel.
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PEDOMAN DAN CONTOH PENGHITUNGAN
DANA DESA SETIAP DESA

'I.. DASAR PENGHITUNGAN

Dalam melaksanakan penghitungan Dana Desa setiap Dé'sa, Pemerintah
Kabupaten/Kota mengacu pada ketentuan sebagai berikut: :

1. Ketentuan terkait sumber dana, model perhitungan, variabel dan bobot
yang digunakan dalam perhitungan Dana Desa setiap Desa dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan
Menteri ini, yaitu:

~ a. Sumber Dana Desa yang digunakan dalam penghitungan Dana Desa
setiap Desa berasal dari rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian
APBN/APBN-P.

b. Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan:

1) Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata
kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari
Dana Desa setiap kabupaten/kota; dan

2) alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk,
angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis
setiap Desa (yang selanjutnya dalam pedoman ini disebut “Bagian
Formula”); dengan bobot sebagai berikut:

a) 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;

b) 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk
miskin;

c) 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan

d) 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geogralfis.

9. Ketentuan terkait rumus/formulasi yang digunakan dalam perhitungan
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri ini, yaitu:

Dana Desa setiap Desa = (Dana Desa kabupaten/kota — Alokasi Dasar) x
[(25% x rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk
Desa kabupaten/kota yang bersangkutan) + (395% X rasio jumlah
| penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa
kabupaten/kota yang bersangkutan) + (10% x rasio luas wilayah Desa
setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten /kota yang bersangkutan) +
(30% x rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota

yang bersangkutan)].

o
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Kertas Kerja (Worksheet) Penghitungan Dana Desa Setiap Desa
Berikut Contoh Penghitungan

KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 20XX (b)

Alokasi Berdasarkan Formula

Pejabat berwenang/bertanggung jawab (/)

Nama Jelas
NIP

Tempat Kedudukan, DD/MM/YYYY

Petugas Penghitung Dana Desa (m)

Nama Jelas

NIP

Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Miskin Luas Wilayah IKG .
No. Nama Desa Alokasi Dasar Rasio Jumlah . Indeks Rasio Indeks Alokasi Pagu Dana Desa
P::':"‘:':‘k Ra::: :::L':" Bobot ’"m'a:l::i?:"d“k Penduduk | Bobot | LuasWilayah Rx:; ;'::s Bobot | Kesulitan |- Kesulitan Bobot Total Bobot Be.:r::;aurlkan per-Desa
Miskin Geografis Geografis a
(1) (2) 3) {4) (5) (s) (/) 8) {9) (10) (11) (22) (13) (24) (15) (16) =(6) +(9) +(12) +(15) (17) © (18)=(3)+(17)
| Kecamatan | . .
-1 Desa A 150.000.000 100 0,0800 2,00% 40 7,08% 2,48% 8 10,46% 1,05% 95,50 0,167 5,00% 0,105 10.523.540 160.523.540
2 Desa B 150.000.000 200 0,1600 4,00% 80 14,16% 4,96% 14 18,30% 1,83% 96,30 0,168 5,04% 0,158 15.827.614 165.827.614
3 Desa C 150.000.000 150 0,1200 3,00% 70 12,39% 4,34% 10 13,07% 1,31% 94,20 0,164 4,93% 0,136 13.575.324 163.575.324
Il Kecamatan |l : ] )
1 Desa D 150.000.000 150 0,1200 3,00% 75 13,27% 4,65% 9,5 12,42% 1,24% 98,51 0,172 5,16% 0,140 14.045.349 164.045.349
2 Desa E 150.000.000 400 0,3200 8,00% 180 31,86%| 11,15% 20 26,14% 2,61% 97,25 0,170 5,09% 0,269 26.856.356 176.856.356
3 Desa F 150.000.000 250 0,2000 5,00% 120 21,24% 7,43% 15 19,61% 1,96% 91,25 0,159 4,78% 0,192 19.171.816 169.171.816
Total 900.000.000 | 1.250 1 0,25 565 1 0,35 77 1 0,10 573,01 1 0,30 1| 100.000.000 | 1.000.000.000
Contoh . Bobot
Pagu Dana Desa Kabupaten X (c) 1.000.000.000 JP (g) 25%
Pagu Alokasi Dasar (90%) (d) _900.000.000 JPM (h) 35%
Pagu Bagian Formula (10%) (e)  100.000.000° LW (i) 10%
Jumlah Desa (f) 6 IKG (i) 30%
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2. TAHAP PELAKSANAAN

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi menginput data terkait
dan menghitung alokasi. Gunakan contoh penghitungan sebagaimana
tercantum dalam lampiran pedoman ini sebagai panduan pelaksanaan
penghitungan.

Rincian kegiatan pada tahap pelaksanaan:

a. Menginput data-data terkait pada baris dan kolom kertas kerja
(worksheet) dengan urutan sebagai berikut:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Nama kabupaten/kota pada baris (a)

Tahun Anggaran pada baris (b)

Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota pada baris (c)

Jumlah Desa pada baris (f)

Bobot Jumlah Penduduk Desa sebesar 25% pada baris (g)

‘Bobot Angka Kemiskinan Desa sebesar 35% pada baris (h)

Bobot Luas Wilayah Desa sebesar 10% pada baris (i)
Bobot Indeks Kesulitan Geografis 30% pada baris (j)
Nomor urut pada kolom (1);

10) Nama Kecamatan pada kolom (2);
11) Nama Desa pada kolom (2), setelah Nama Kecamatan,;
12) Jumlah Penduduk Desa pada kolom (4); ‘
13) Jumlah Penduduk Miskin Desa Desa pada kolom (7);
14) Luas Wilayah Desa pada kolom (10);

‘ 15) Indeks Kesulitan Geografis pada kolom (13).

b. Menghitung Dana Desa setiap Desa pada baris dan kolom kertas kerja
(worksheet) dengan urutan sebagai berikut:

1)

2)

Menghitung variabel pembagi alokasi sebagai berikut:

a) Pagu Alokasi Dasar pada baris (d), dengan rumus:

Pagu Alokasi Dasar = 90% x Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota

b) Pagu Bagian Formula pada baris (e), dengan rumus:
Pagu Bagian Formula= 10% x Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota

Menghitung bagian alokasi dasar Dana Desa setiap Desa (Alokasi
Dasar) pada kolom (3), dengan rumus: '

Pagu Alokasi Dasar
Jumlah Desa Di Kab/Kota yang bersangkutan

Alokasi Dasar =

V4















